
 
 

GUBERNUR JAWA TENGAH 
 

 

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
 

  NOMOR   912/077 TAHUN 2022 
2015 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 912/046 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

TUGUREJO PROVINSI JAWA TENGAH 
TAHUN ANGGARAN 2022 

 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 
 

Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan 
pada Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah, 

telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 
912/046 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola 

Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah 
Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022; 

 

b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur 

Jawa Tengah Nomor 882/142/23300/AZ/10/21 tentang 
Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan 
Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas 

Usia Pensiun dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 
821.2/77/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) 

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa 
Tengah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada 
huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya 

perubahan; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur 

tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah 
Nomor 912/046 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat 
Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit 

Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 
2022;  

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara 

Tahun 1950 Halaman 86-92); 
 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
 



 
 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 
 

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah 

dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 
4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14); 
 

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 85); 

 

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2021 Nomor 12); 

 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  
 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 926); 

 

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2021 Nomor 36); 

 

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 37); 

 

12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 912/046 Tahun 2022 

tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum 
Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa 
Tengah Tahun Anggaran 2022; 

 
 
 

 



 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : 
 

KESATU :   Mengubah diktum KESATU Keputusan Gubernur Jawa Tengah 
Nomor 912/046 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola 
Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah 

Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, menjadi 
sebagai berikut : 

 

KESATU :  Menunjuk  Pejabat  Pengelola  Badan  Layanan Umum 
Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo 

Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, sebagai 
berikut : 

 
1. dr.PRIHATIN IMAN NUGROHO, Sp.P, M.Kes 

NIP. 19620208 198901 1 001 sebagai Pimpinan 

BLUD; 

2. SUKMONOADI SINGOSURANDONO, SKM 

NIP. 19730205 199803 1 005 sebagai Pejabat 

Keuangan BLUD; 

3. dr. PRIHATIN IMAN NUGROHO, Sp.p, M.Kes 

NIP. 19710828 200604 1 016 sebagai Pejabat Teknis 

BLUD. 
 

 

KEDUA :  Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 1 Maret 2022Desember 
2013 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 
ttd 

 
GANJAR PRANOWO 

 

 

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.: 

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah; 
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah; 
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah; 

6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah; 
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;  

8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah; 
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; 
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah; 

11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; 
12. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan. 

 

 


